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Rawat Inap
Asill-ilsalan

Tuding Pembangunan
Gedung

Bangli (Bali Post) -

",-l?T!11,*"ln 
gedung rawat inap RSUD Bancliqrnuar asa-I-as_alan. pasalnya, tembokbangun6r, nffi_

i$:{f l"R1ft fllif+TiTr#'ir""f.-rr?itt""Tir
,__ Sidak yang dimulai 09.80
wrta ini dipiupin Ketua
Komisi III Ni Nengah Madyayanr dan diikuti beberaDa
angSota. saat tiba di lokaii,
yang pertama menjadi per_
hatran. yakni bahan baneu-
nan. Batu bata yang menlidi
Komponen penting, kualitas_
nya lang-s,ung dicek. Anggota
Aomlsl lll. I Dewa Gede Oka
menuding pengerjaan gedung
qr €rsl paltng utara yang me_
nelan anggaran Rp t miliar.
asal-asalan. Hal i;i terlihat
dari t€mbok bangunan yang
Dergelombang.

Menurutnya, sebagai ban-
gunan yang nantinya dituiu-
kan untuk pubhk, pembin-
gunan ini harus benar-benar
dilakukan dengan baik. ,,Itu
ba ngunan temboknya seperti
ular. Terlihat bergelombane.
Begitu juga dengan lisplang-
nya.,Jangan asal-asalan gitu.
uJarnya geram.

Hal senada juga d iu ns-
kapkan Madya Yani. ped-
Dangunan yang me nelan
anggaran cukup tinsci itu
seharusnya diimbangi d6ngan

hasil yang maksimal. Dika-
takan. mesktpun yang cacat
paoa 

-remboknya, tetapi itu
akan berpengaruh terhadap
peker1aan pelaksana proyei<
selanJutnya "Kasia n ang-
garan 1lem bangu na n besar.
Kalau ba_ngunannya kurang
marisrmal. tnr harus disikapi
secara serius," sebutnva.

Dilatakan kurang mak_
srmalnya pembangunan ini
sudah disampaikan ke nelak-
sana proyek dan diminia un-
ttrk segera melakukan perbai_
kan. Sementara itu, ierkait
dengan bahan bansunan.
dewan.asal_Lingkungin pule
Aelurahan-Kawan ini menye_
Drtt{an sudah sesuai standar
"Balan bangunan tidak ada
masalah," katanya.

Terkait sisa waktu penser-
jaan. kata Madya yani misih
tinggal satu bulan. Semen-'
ta ra. fin.is hi n g bangunannya
masrh banyak yang belum
dilakukan. 'Kami harap bisa
selesai tepat waktu," uc;pnya.
Pembantu pelaksanu p.bv.k.
M_a d-e Sutra Wijayi men-
lelaskan pengerjaan proyek



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali

&-d,ffi Bali Post

SIDAK - Komisi 1II DPRD Bangli sid.Ah bangunan RSUD
terrlboh banE un an b ergelomb ang.
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Saqt itu ditenukart

ini dimulai 11 Agustus dan
rampung 8 Desember. Penger-
jaannya pun sudah Bencapai
75 persen. Ia optimis bisa
selesai tepat waktu.

"Kami optimis bangunan
ini selesai tepat waktu," pung-
kasnya. Selain banguhan raw-
at inap, DPRD juga menyidak
pembangunan gedung ponek.
Saat itu, hal yang menjadi
sorotan, yakni waktu pelak-
sanaan proyek yang tinggal

lagi satu bulan. Sementara
pekerjaan masih banyak yang
belum terselesaikan. Hal ini
pun menimbulkan keraguan
dari dewan, salah satunya
anggota Komisi III I Wayan
Subagan. "Saya kurang ya-
kin bangunan ini bisa ram-
pung satu bulan lagi. Masih
banyak yang belum selesai,"
katanya.

Menyikapi sorotan dewan
ini. kepala pelaksana proyek

ayan Arianta mengatakan
bangunan yang

dimulai pada awal Oktober
ini sudah mencapai 55 persen.
Untuk bisa sclesai tepat sak-
tu, ia pun memberlakukan
sistem lembur dan menambah
jumlah buruh. "Di sisa waktu
ini kami gunakan sistem lem-
bur. Junlah tenaga pun kani
tambah. Agar bisa rampung
pertengahan Desember," ka-
tanya. (kmb45)
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PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PEMERIKSA KEUA GAN
i,EPUBLIK INDONESIA

NOMOR I l7a I KI x-x.3 I 05 I 2Ot3

TENTANG

PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDEML BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
Mengingat

MEMUTUSKAN

dst.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pegawai Negeri Sipil nomor urut
Nama
NIP
Pangkat / Golongan
labatan
Unit Kerja Lama
dipindahtugaskan ke
Unit Kerja Baru

Anak Agung Leli Kusuma Dewi, S.E.
197106161999032003
Penata Tk. I / [I/d
Pemeriksa
BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penempatan para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA
pada tingkat unit kerja Eselon III.A atau Eselon IV.A diatur lebih lanjut oleh Kepala
Unit Kerja/Kepala Perwakilan dan tembusannya disampaikan kepada Biro Sumber Daya
Manusia paling lambat 30 hari sejak salinan/petikan Keputusan ini disampaikan.

Biaya yang berhubungan dengan pemindahan tempat tugas tersebut dibebankan
kepada Anggaran Belanja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Petikan Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

DitetaDkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL
ttd,

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.
NIP 195803211978021001

Sesuai dengan Keputusan tersebut
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

e**6

SEKRETAN!A
JENDER,.\T,

L1s86o2rootw



Mataram,4 September 2tJL5

Kepada Yth,

Sekretaris Jendral BPK Rl

Di Jaka rta

Dengan hormat,

Melalui surat ini,saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

labatan

Unit Kerja

A A Leli Kusuma Dewi

197106161999032003

Penata TinSkat | (lllld)

Pemeriksa {T )

Staf Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pindah ke unit kerja Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali

dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 365 /K/X-Xlll.2/9/2070 tentang Pemindahan Pegawai Non Struktural pada Pelaksana

Badan Pemeriksa Keuangan Pasal6 ayat 2 yang berbunyi

" Pegawai Wanita yang suami bukan merupakan pegawai BPK dapat mengajukan permohonan

pindah untuk mengikuti suami, selama memenuhi persyaratan berikut:

a. Memiliki masa kerja di unit kerja terakhir paling sedikit 2 ( dua )tahun;
b. Melampirkan dengan bukti dokumen berupa salinan surat kartu keluarga; dan

c. Selama bekerja di lingkungan pelaksana BPK belum pernah dipindahkan atas permohonan

sendiri sebanyak 2 (dua)kali."

Berdasarkan hal tersebut saya sampaikan bahwa masa kerja saya di unit kerja terakhir (BPK

Perwakilan NTB) sudah 2 tahun dan belum pernah dipindah tugaskan atas permohonan sendiri.

2. Saya di Perwakilan NTB ini ditempatkan sebagai pegawai penunjang pada Sub Bagian Humas dan

TU Kalan, sudah 2 tahun lebih saya ditempatkan di Perwakilan NTB,pada awal penempatan di

Perwakilan NTB sekitar bulan Oktober 2O!4 saya mengalami kecelakaan,yang mengakibatkan

kaki saya patah,jadi sampai sekarang pun kaki saya masih belum nyaman jika dipakai berjalan

jauh, untuk berkumpul dengan keluarga, dimana saya saat ini setiap minggu saya harus bolak

balik ke Bali karena memiliki anak semata wayang yang masih balita berumur 4 tahun, yang

masih sangat membutuhkan perhatian saya.Meskipun biaya yang saya keluarkan untuk bolak

balik ke Bali cukup besar setiap bulannya tapi demi bisa berkumpul dengan anak ,saya iklas

pak.Sebagai seorang ibu, saya merasa tidak bertanggungjawab atas pertumbuhan dan

perkembangan anak saya yang pada waktu itu masih berumur 2 tahun,karena harus bekerja

jauh dari keluarga.Dapat berkumpul dengan keluarga merupakan hal yang sangat berarti, selain

memberikan ketenangan kepada saya dalam hal menjalankan tugas baik tugas sebagai pegawai



pada pelaksana BPK Rl, maupun tugas saya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak

saya.Tuhan menganugrahkan anak kepada saya setelah berumur 40 tahun,tapi saya tinggalkan

untuk bekerja di Mataram, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya bermaksud

untuk mengajukan permohonan pindah tugas ke Kantor 8PK Rl Perwakilan Provlnsl Bali ata5

biaya sendiri'

Besar harapan saya egar Bapak dapat memberikan persetujuen pindah dengan alasan tersebut

Bersama ini saya lampirkan foto copy kartu keluarga,surat dokter,KTP.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kebijakan serta perkenan Bapak, saya

menguca pkan banyak terima kasih.

Mengetahui Yang Mengajukan,

:{'rl-'n
EldV Mustafa, S.H., M.H

NrP 195609181985021001

Tembusan Yth:

Kepala Biro SDM BPK RlJakarta

A. A Leli Kusuma Dewi

NrP 197106161999032003


